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ABSTRACT

Performance management using Key Performance Indicators requires systematic
design linking individual metrics to organizational strategy. Effective KPIs meet
SMART criteria of specific, measurable, achievable, relevant, and time bound
characteristics. The Balanced Scorecard framework integrates financial,
customer, internal process, and learning perspectives into a coherent strategy
map. Goal setting theory establishes that challenging yet achievable targets with
employee participation produce superior motivation and performance.
Measurement frequency must match natural feedback cycles of each job type,
balancing timely correction against short term behavior distortion. Linking KPIs to
financial incentives creates motivation but risks unethical gaming behaviors
including data manipulation and suboptimization. Multiple complementary KPIs
reduce tunnel vision where employees ignore unmeasured performance
dimensions. Knowledge workers require alternative approaches including peer
review, project based outcomes, and competency assessment rather than simple
quantitative metrics. Technology dashboards enable real time monitoring but
cannot compensate for poor KPI design. Regular audit mechanisms ensure KPIs
remain relevant as business strategy and environment change. Organizations
achieving sustainable performance management treat KPIs as learning tools for
continuous improvement rather than punishment devices. This conceptual
synthesis provides practical guidelines for target setting, measurement frequency,
incentive design, and governance processes.

Keywords: performance management, key performance indicators, balanced
scorecard, goal setting, measurement system, KPI design, strategic control.

PENDAHULUAN

Manajemen kinerja telah menjadi salah satu fungsi paling kritis dalam
administrasi sumber daya manusia modern. Organisasi dari berbagai sektor
berlomba menerapkan sistem pengukuran kinerja yang dapat memberikan
umpan balik objektif tentang kontribusi karyawan. Sistem penilaian kinerja
tradisional yang hanya mengandalkan penilaian subjektif atasan langsung
mulai ditinggalkan karena dianggap tidak adil dan tidak akurat. Perusahaan
mencari metode yang lebih  terukur, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan. Key
Performance Indicators atau KPIs muncul sebagai instrumen yang menjanjikan
untuk memenuhi kebutuhan ini. KPIs adalah metrik kuantitatif yang
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digunakan organisasi untuk mengevaluasi keberhasilan mencapai target
strategis. Namun penerapan KPI tidak sesederhana memilih angka lalu
membandingkannya dengan target. Banyak organisasi gagal
mengimplementasikan sistem KPI karena kesalahan fundamental dalam
perancangan dan pelaksanaannya. Parmenter (2007) menekankan bahwa KPI
yang efektif harus memenuhi kriteria tertentu, seperti terkait langsung dengan
strategi organisasi. Tanpa pemahaman yang tepat, KPI dapat menjadi sekadar
angka yang tidak bermakna atau bahkan kontraproduktif. Perbedaan antara
KPI dan metrik operasional biasa sering diabaikan, menyebabkan sistem
penilaian kinerja yang rumit tetapi tidak berdampak.

Evolusi manajemen kinerja dari pendekatan berbasis aktivitas ke pendekatan
berbasis hasil terjadi sepanjang dua dekade terakhir (Santosa & Darmawan,
2002). Pada masa lalu, karyawan dinilai berdasarkan apa yang mereka
lakukan, bukan apa yang mereka hasilkan. Seorang manajer dinilai baik
karena dia datang tepat waktu, mematuhi prosedur, dan tidak membuat
masalah. Pendekatan ini tidak memberikan insentif bagi karyawan untuk
mencari cara baru mencapai hasil yang lebih baik dengan sumber daya
terbatas. Drucker (2006) mengkritik pendekatan ini dengan pernyataan
terkenalnya bahwa Anda tidak dapat mengelola apa yang tidak Anda ukur.
Mengukur hasil memang lebih sulit daripada mengukur aktivitas, tetapi hasil
inilah yang menentukan keberhasilan organisasi. Perusahaan mulai
mengadopsi sistem seperti Management by Objectives yang dikembangkan oleh
Peter Drucker pada tahun 1950an. Dalam sistem ini, manajer dan bawahan
bersama sama menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan memiliki tenggat
waktu. Prinsip ini kemudian berkembang menjadi konsep KPI yang lebih
sistematis dan terintegrasi dengan strategi organisasi. Perubahan dari
penilaian aktivitas ke penilaian hasil memerlukan perubahan budaya
organisasi yang signifikan. Manajer harus belajar memberikan umpan balik
berdasarkan data, bukan berdasarkan perasaan atau hubungan personal.
Karyawan juga harus belajar menerima bahwa kinerja mereka diukur secara
objektif dan dapat dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

Salah satu kerangka paling berpengaruh dalam manajemen kinerja berbasis
KPI adalah Balanced Scorecard yang diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton.
Balanced Scorecard mengukur kinerja organisasi dari empat perspektif:
keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan.
Pendekatan ini mengatasi kelemahan sistem sebelumnya yang hanya fokus
pada metrik keuangan jangka pendek. Organisasi menyadari bahwa
memaksimalkan keuntungan kuartal ini dapat mengorbankan investasi untuk
masa depan. Kaplan dan Norton (2004) mengembangkan konsep strategy map
yang menghubungkan tujuan dari keempat perspektif dalam hubungan sebab
akibat. Peningkatan pembelajaran karyawan akan meningkatkan kualitas
proses internal. Peningkatan proses internal akan meningkatkan kepuasan
pelanggan. Kepuasan pelanggan yang tinggi akhirnya akan meningkatkan
kinerja keuangan. Setiap tujuan dalam strategy map diterjemahkan menjadi
KPI spesifik yang dapat diukur secara berkala. Misalnya, perspektif
pembelajaran mungkin diukur dengan persentase karyawan yang
menyelesaikan pelatihan sertifikasi. Perspektif proses internal diukur dengan
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waktu siklus produksi atau tingkat cacat produk. Perspektif pelanggan diukur
dengan Net Promoter Score atau tingkat retensi pelanggan. Perspektif keuangan
diukur dengan pertumbuhan pendapatan atau laba bersih. Pendekatan ini
memastikan bahwa KPI tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung secara logis
dengan strategi organisasi.

Kritik utama terhadap manajemen kinerja berbasis KPI adalah bahwa tidak
semua hal penting dapat diukur dengan mudah. Kualitas layanan, inovasi,
kerja sama tim, dan integritas adalah contoh aspek kinerja yang sulit
dikuantifikasi. Ketika organisasi terlalu fokus pada KPI yang mudah diukur,
mereka cenderung mengabaikan aspek yang sulit diukur tetapi sama
pentingnya. Fenomena ini dikenal sebagai Campbell's law, yaitu semakin suatu
indikator kuantitatif digunakan untuk pengambilan keputusan sosial, semakin
ia rentan terhadap tekanan korupsi. Kerr (1975) menulis tentang folly of
rewarding A while hoping for B, yaitu organisasi berharap hasil B tetapi
memberikan insentif untuk hasil A. Contoh klasik adalah perusahaan yang
mengukur kinerja call center berdasarkan rata rata durasi panggilan.
Karyawan akan berusaha menutup panggilan secepat mungkin, mengorbankan
kualitas pemecahan masalah pelanggan. Hasil yang diharapkan adalah
kepuasan pelanggan, tetapi yang diukur adalah efisiensi, yang sering
bertentangan dengan kepuasan. Demikian pula, mengukur kinerja guru
berdasarkan nilai ujian siswa dapat mendorong pengajaran untuk tes, bukan
pendidikan holistik. Organisasi perlu menyeimbangkan KPI kuantitatif dengan
penilaian kualitatif dari berbagai sumber. Umpan balik 360 derajat, di mana
karyawan dinilai oleh atasan, rekan, dan bawahan, dapat menangkap aspek
perilaku yang tidak terukur. Namun sistem ini juga memiliki kelemahan seperti
bias popularitas dan kecenderungan memberi nilai rata rata untuk
menghindari konflik.

Permasalahan utama dalam implementasi KPI adalah penetapan target yang
terlalu rendah atau terlalu tinggi. Target yang terlalu rendah tidak memberikan
tantangan dan tidak mendorong perbaikan kinerja. Karyawan akan dengan
mudah mencapai target dan berpuas diri tanpa berusaha lebih. Target yang
terlalu tinggi justru kontraproduktif karena karyawan merasa tidak mungkin
mencapainya. Mereka akan kehilangan motivasi dan mungkin terlibat dalam
perilaku tidak etis untuk memenuhi target. Locke dan Latham (2002)
mensintesis beberapa dekade penelitian tentang penetapan tujuan dan
menemukan prinsip prinsip kunci. Tujuan yang spesifik dan menantang
menghasilkan kinerja lebih baik daripada tujuan yang mudah atau tujuan
umum seperti kerjakan yang terbaik. Namun tujuan yang menantang harus
realistis, dalam arti karyawan percaya bahwa mereka dapat mencapainya
dengan usaha yang wajar. Target yang tidak realistis, seperti meningkatkan
penjualan 500 persen dalam satu tahun, akan ditolak sebagai tidak masuk
akal. Partisipasi karyawan dalam penetapan target dapat meningkatkan
penerimaan dan komitmen terhadap target tersebut. Karyawan yang dilibatkan
merasa memiliki target, bukan sekadar menerima perintah dari atasan. Namun
partisipasi juga dapat menyebabkan negosiasi target ke bawah jika tidak
dikelola dengan baik. Target juga harus memiliki tenggat waktu yang jelas
karena tujuan tanpa tenggat waktu cenderung ditunda tanpa batas. Dalam
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konteks KPI, target harus ditetapkan untuk periode tertentu, misalnya
bulanan, kuartalan, atau tahunan. Umpan balik tentang kemajuan terhadap
target harus diberikan secara berkala, bukan hanya di akhir periode. Tanpa
umpan balik, karyawan tidak tahu apakah mereka berada di jalur yang benar
atau perlu melakukan koreksi.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan jumlah KPI yang terlalu banyak
sehingga sistem menjadi rumit dan kehilangan fokus. Beberapa organisasi
membuat puluhan bahkan ratusan KPI untuk setiap departemen atau individu.
Akibatnya, manajer dan karyawan kewalahan mengumpulkan data dan
melaporkan KPI yang jumlahnya berlebihan. Mereka menghabiskan lebih
banyak waktu untuk administrasi daripada untuk melakukan pekerjaan yang
sebenarnya. Tidak ada orang yang dapat memfokuskan perhatian pada
puluhan ukuran kinerja secara bersamaan. Sebagian besar KPI yang
jumlahnya banyak akan diabaikan, hanya sedikit yang benar benar digunakan
dalam pengambilan keputusan. Parmenter (2007) merekomendasikan agar
organisasi fokus pada 10 KPI tingkat organisasi, tidak lebih dari itu. Untuk level
individu, jumlah KPI sebaiknya antara 3 sampai 5, cukup untuk mencakup
peran utama tanpa membebani. KPI yang terlalu banyak juga saling
bertentangan karena sumber daya terbatas untuk mencapai semuanya.
Meningkatkan KPI A mungkin memerlukan pengorbanan pada KPI B,
menciptakan dilema bagi karyawan. Organisasi perlu mengidentifikasi KPI yang
benar benar kritis, yaitu yang jika gagal akan menyebabkan kegagalan strategi.
KPI non kritis dapat digabungkan atau dihilangkan sama sekali. Prinsip Pareto
atau aturan 80/20 berlaku di sini: 20 persen KPI menghasilkan 80 persen
dampak pada kinerja organisasi. Manajer harus berani memotong KPI yang
tidak penting meskipun sudah lama digunakan. Tradisi dan kebiasaan sering
menjadi alasan mempertahankan KPI yang sudah tidak relevan. Proses review
tahunan terhadap relevansi setiap KPI diperlukan untuk memastikan sistem
tetap ramping dan fokus.

Kebutuhan implementasi KPI yang efektif menjadi sangat mendesak seiring
dengan maraknya adopsi sistem ini di berbagai organisasi. Banyak perusahaan
mengklaim menggunakan KPI tetapi sebenarnya hanya melakukan
pengukuran tanpa koneksi ke strategi. Akibatnya, mereka memiliki banyak
data tetapi tidak dapat menggunakannya untuk meningkatkan kinerja. Apakah
KPI harus diturunkan dari strategi korporat ke setiap level individu secara
hierarkis. Seberapa sering KPI harus diperbaharui mengingat lingkungan bisnis
yang berubah cepat. Bagaimana menangani situasi di mana KPI mencapai
target tetapi kinerja bisnis secara keseluruhan buruk. Bagaimana
mengintegrasikan KPI dengan sistem manajemen kinerja lainnya seperti
penilaian kompetensi dan umpan balik 360 derajat. Pertanyaan pertanyaan ini
mendorong perlunya penelitian yang sistematis dan berbasis bukti. Bukan
sekadar testimoni dari konsultan yang menjual sistem KPI sebagai produk
instan. Organisasi yang berbeda dengan strategi, budaya, dan industri berbeda
mungkin memerlukan pendekatan KPI yang berbeda. Tidak ada satu ukuran
untuk semua dalam manajemen kinerja, meskipun prinsip dasar dapat
diadaptasi.
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Tujuan penulisan ini adalah mengkonstruksi kerangka konseptual untuk desain
dan implementasi sistem KPI yang efektif dalam organisasi. Penelitian ini
menghasilkan pemetaan faktor faktor kritis keberhasilan dan perangkap umum
yang harus dihindari. Secara teoretis, tulisan ini berkontribusi pada pengembangan
teori manajemen kinerja yang lebih kontekstual. Secara praktis, tulisan ini
memberikan panduan bagi manajer sumber daya manusia dan eksekutif dalam
merancang sistem KPI yang sesuai dengan kebutuhan organisasi mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur kualitatif untuk
mengkaji manajemen kinerja berbasis Key Performance Indicators. Desain ini
dipilih karena pertanyaan penelitian bersifat konseptual dan memerlukan
sintesis dari berbagai sumber yang terpisah. Menurut Merriam (1998),
penelitian kualitatif sangat sesuai untuk memahami fenomena kompleks
seperti implementasi sistem pengukuran kinerja dalam organisasi. Sumber
data utama adalah buku buku teks manajemen kinerja, pengukuran kinerja,
dan balanced scorecard. Prosedur pengumpulan data dimulai dengan
identifikasi kata kunci seperti key performance indicators, performance
management, goal setting, measurement system, dan strategic control.
Pencarian dilakukan di katalog perpustakaan dan database buku akademik
internasional. Setelah bahan terkumpul, penulis melakukan penilaian kritis
terhadap setiap sumber berdasarkan kredibilitas penerbit dan ketepatan topik.
Guba dan Lincoln (1981) mengusulkan kriteria kepercayaan dalam penelitian
kualitatif yang meliputi kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan
konfirmabilitas. Penulis mengadaptasi kriteria ini dalam proses analisis dengan
cara menyimpan catatan rinci tentang setiap keputusan metodologis. Analisis
dilakukan dengan metode constant comparative, yaitu membandingkan setiap
bagian data dengan bagian lain untuk mengidentifikasi kesamaan dan
perbedaan. Proses ini dimulai dengan pengkodean terbuka, yaitu memberi label
pada konsep yang muncul dari pembacaan sumber. Setelah sejumlah konsep
terkumpul, penulis melakukan pengkodean aksial untuk mengelompokkan
konsep ke dalam kategori yang lebih luas. Kategori utama yang muncul antara
lain kriteria KPI, proses penetapan target, frekuensi pengukuran, keterkaitan
strategis, dan konsekuensi. Pengkodean selektif dilakukan untuk
mengintegrasikan kategori kategori tersebut ke dalam kerangka teoritis yang
koheren.

Validitas temuan diperkuat melalui strategi triangulasi teoretis dan peer
debriefing. Triangulasi teoretis berarti membandingkan temuan dari berbagai
perspektif teoritis, misalnya dari aliran goal setting theory dan aliran total
quality management. Peer debriefing dilakukan dengan berdiskusi dengan
praktisi manajemen kinerja yang berpengalaman di perusahaan multinasional.
Stake (1995) menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif, pemahaman
diperoleh melalui interaksi langsung dengan fenomena yang diteliti. Meskipun
penelitian ini tidak melakukan observasi lapangan, diskusi dengan praktisi
memberikan jembatan antara teori dan realitas. Transferabilitas temuan
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dipastikan dengan menyediakan deskripsi yang kaya tentang konteks teoretis
setiap konsep. Penulis menjelaskan asumsi asumsi yang mendasari berbagai
model KPI, termasuk asumsi tentang perilaku manusia yang mungkin tidak
berlaku di semua budaya. Dependabilitas atau konsistensi temuan dijaga
melalui penyimpanan audit trail yang mencakup semua catatan analisis. Audit
trail ini memungkinkan peneliti lain melacak kembali bagaimana penulis
sampai pada kesimpulan tertentu. Keterbatasan utama studi ini adalah
ketergantungan pada literatur yang sebagian besar berasal dari konteks
organisasi di negara maju. Implementasi KPI di negara berkembang mungkin
menghadapi tantangan berbeda seperti infrastruktur data yang lemah dan
budaya hierarkis yang kuat. Namun sebagai studi konseptual, penelitian ini
tetap memberikan landasan yang berguna bagi pengembangan sistem KPI di
berbagai konteks. Penulis menyadari bahwa pemilihan sumber secara selektif
dapat menimbulkan bias, namun prosedur sistematis yang dijalankan telah
meminimalkan risiko tersebut. Rekomendasi untuk penelitian empiris di masa
depan disediakan sebagai bagian dari kesimpulan studi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik KPI yang efektif harus memenuhi kriteria SMART yang telah
menjadi standar dalam literatur manajemen. SMART adalah akronim untuk
Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time bound. KPI harus spesifik,
artinya mendefinisikan dengan jelas apa yang diukur dan bagaimana cara
mengukurnya. KPI yang tidak spesifik seperti tingkatkan kualitas tidak dapat
dievaluasi secara objektif karena tidak jelas kualitas aspek apa yang dimaksud.
KPI harus terukur, artinya ada data yang dapat dikumpulkan secara konsisten
dan andal untuk menghitung nilai KPI. Doran (1981) memperkenalkan konsep
SMART dalam artikel manajemen singkat yang kemudian menjadi sangat
berpengaruh. KPI yang tidak terukur seperti perbaiki moral karyawan tidak
dapat diverifikasi kebenarannya dan rentan terhadap manipulasi. KPI harus
dapat dicapai, artinya target yang ditetapkan realistis dengan sumber daya dan
kewenangan yang dimiliki karyawan. Target yang tidak mungkin dicapai akan
menyebabkan frustrasi dan perilaku kontraproduktif seperti memanipulasi
data. KPI harus relevan, artinya terkait langsung dengan tanggung jawab peran
karyawan dan tujuan strategis unit organisasi. KPI yang tidak relevan seperti
tingkat absensi untuk posisi peneliti yang bekerja dari laboratorium tidak
berdampak pada hasil. KPI harus memiliki batasan waktu, artinya ada tenggat
waktu yang jelas kapan target harus dicapai. Target tanpa tenggat waktu
cenderung ditunda tanpa batas karena tidak ada urgensi untuk bertindak.
Penerapan kriteria SMART secara konsisten dapat mencegah banyak masalah
umum dalam implementasi KPI. Namun kriteria ini hanya mengatur
karakteristik KPI individual, bukan sistem KPI secara keseluruhan. Organisasi
juga perlu memperhatikan bagaimana KPI individual berinteraksi dan apakah
saling bertentangan. KPI untuk bagian penjualan yang menargetkan volume
tinggi dapat bertentangan dengan KPI bagian produksi yang menargetkan biaya
rendah. Konflik semacam ini harus diselesaikan di tingkat yang lebih tinggi
dengan menetapkan prioritas strategis.
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Kaskade KPI dari level organisasi ke level individu merupakan praktik umum
tetapi memerlukan kehati hatian dalam pelaksanaannya. Prinsip dasar
kaskade adalah bahwa setiap karyawan harus memiliki KPI yang berkontribusi
langsung pada KPI unit mereka. Unit level departemen memiliki KPI yang
berkontribusi pada KPI divisi, dan divisi pada KPI korporat. Dengan cara ini,
seluruh organisasi bergerak searah mencapai tujuan strategis yang sama.
Namun kaskade yang terlalu kaku dapat menghambat inisiatif lokal yang tidak
tercermin dalam KPI korporat. Karyawan di lini depan sering melihat peluang
perbaikan yang tidak diketahui oleh manajemen puncak. Jika KPI mereka
hanya diturunkan dari atas tanpa ruang untuk inisiatif lokal, peluang ini akan
terlewatkan. Kaplan dan Norton (2004) menekankan bahwa proses kaskade
harus bersifat dua arah, tidak hanya top down tetapi juga bottom up. Manajer
puncak menetapkan tujuan strategis, kemudian setiap unit mengusulkan KPI
mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Negosiasi antara manajer puncak dan
manajer unit tentang KPI yang paling sesuai sangat penting. Hasil negosiasi
adalah komitmen bersama, bukan perintah sepihak yang diterima dengan
enggan. Banyak perusahaan melakukan kaskade secara mekanis tanpa diskusi
bermakna. Manajer puncak menetapkan KPI untuk manajer menengah, yang
kemudian menurunkannya ke level bawah tanpa penyesuaian. Akibatnya, KPI
di level bawah mungkin tidak realistis atau tidak relevan dengan realitas
lapangan. Proses kaskade juga memerlukan sistem informasi yang mampu
mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Jika data dari level bawah tidak
dapat diagregasi ke level atas, kaskade menjadi tidak bermakna. Investasi
dalam sistem Enterprise Resource Planning atau dashboard manajemen sering
diperlukan untuk mendukung kaskade KPI yang efektif.

Penetapan target KPI yang tepat merupakan seni yang membutuhkan
keseimbangan antara aspirasi dan realisme. Target yang terlalu rendah tidak
mendorong perbaikan, sementara target yang terlalu tinggi mendorong
kecurangan. Dalam literatur goal setting theory, Locke dan Latham (2002)
menemukan bahwa target terbaik adalah yang menantang tetapi masih dalam
jangkauan. Karyawan yang diberi target menantang berkinerja lebih baik
daripada yang diberi target mudah atau hanya diperintah melakukan yang
terbaik (Baskoro et al., 2002). Namun target yang menantang harus disertai
dengan sumber daya yang cukup, wewenang yang memadai, dan dukungan
dari atasan. Tanpa dukungan ini, target menantang hanya akan menghasilkan
stres dan kelelahan. Proses penetapan target dapat menggunakan pendekatan
partisipatif di mana karyawan dilibatkan dalam diskusi tentang target yang
realistis. Partisipasi meningkatkan komitmen karena karyawan merasa
memiliki target, bukan sekadar menerima perintah. Namun partisipasi juga
memiliki risiko negosiasi target ke bawah jika karyawan selalu menginginkan
target lebih rendah. Manajer perlu memiliki data yang cukup tentang kinerja
masa lalu dan benchmark industri untuk mengevaluasi usulan karyawan.
Target juga dapat ditetapkan menggunakan pendekatan benchmarking, yaitu
membandingkan dengan kinerja organisasi sejenis yang lebih baik.
Benchmarking eksternal memberikan realitas objektif tentang apa yang
mungkin dicapai, mengurangi subjektivitas negosiasi. Untuk proses yang relatif
stabil, target dapat ditetapkan berdasarkan tren historis ditambah persentase
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perbaikan tertentu. Untuk proses yang baru atau sangat tidak pasti,
pendekatan eksperimental dapat digunakan dengan target sementara yang
dievaluasi ulang secara berkala. Yang terpenting, target harus bersifat dinamis
dan dapat disesuaikan ketika kondisi lingkungan berubah secara fundamental
(Mardikaningsih & Darmawan, 2011). Target yang ditetapkan setahun sekali
dan tidak berubah meskipun terjadi krisis ekonomi akan menjadi tidak realistis
dan merusak motivasi.

Frekuensi pengukuran KPI mempengaruhi perilaku karyawan dan efektivitas
sistem manajemen kinerja secara keseluruhan. Pengukuran terlalu jarang,
misalnya setahun sekali, tidak memberikan umpan balik yang cukup untuk
perbaikan di tengah jalan. Karyawan tidak tahu apakah mereka berada di jalur
yang benar sampai evaluasi akhir tahun, sering kali sudah terlambat untuk
koreksi. Pengukuran terlalu sering, misalnya setiap jam atau setiap hari, dapat
menciptakan tekanan berlebihan dan perilaku jangka pendek. Karyawan akan
fokus pada memenuhi KPI periode pendek sambil mengorbankan kinerja jangka
panjang. Ekstrimnya, trader di bank investasi yang diukur setiap hari
cenderung mengambil risiko berlebihan untuk menunjukkan kinerja baik hari
ini. Frekuensi optimal tergantung pada jenis pekerjaan dan siklus umpan balik
alami dari pekerjaan tersebut. Pekerjaan produksi dengan siklus pendek dapat
diukur harian atau mingguan, sementara pekerjaan pengembangan produk
mungkin diukur bulanan atau kuartalan. Eccles (1991) merekomendasikan
bahwa KPI harus diukur pada frekuensi yang sama dengan siklus pengambilan
keputusan. Jika manajer membuat keputusan strategis setiap kuartal, maka
KPI strategis juga harus dilaporkan setiap kuartal. Laporan KPI yang terlalu
sering tetapi tidak digunakan untuk keputusan hanya membuang waktu dan
sumber daya. Sebaliknya, jika keputusan dibuat lebih sering, KPI harus
tersedia pada frekuensi yang sama. Untuk tujuan motivasi, umpan balik
tentang kemajuan terhadap target sebaiknya diberikan lebih sering daripada
evaluasi formal. Umpan balik harian atau mingguan membantu karyawan
menyesuaikan perilaku mereka secara real time. Namun umpan balik ini
sebaiknya bersifat perkembangan, bukan evaluatif, untuk mengurangi
kecemasan. Dashboard visual yang menampilkan kemajuan terhadap target
secara real time dapat menjadi alat umpan balik yang efektif. Namun dashboard
harus dirancang dengan hati hati untuk tidak mendorong fokus sempit yang
mengabaikan aspek kinerja lain. Beberapa perusahaan menggunakan traffic
light system dengan warna hijau, kuning, merah untuk menunjukkan status
KPI secara cepat. Sistem ini membantu manajer mengidentifikasi area yang
memerlukan perhatian tanpa membaca detail setiap laporan.

Keterkaitan KPI dengan konsekuensi seperti bonus, promosi, atau sanksi
merupakan isu paling kontroversial dalam manajemen kinerja. Memberikan
insentif finansial yang signifikan pada pencapaian KPI dapat meningkatkan
motivasi, tetapi juga mendorong perilaku tidak etis. Karyawan yang bonusnya
tergantung pada target penjualan kuartalan cenderung menjanjikan diskon
yang tidak dapat direalisasikan atau memanipulasi waktu pengakuan
pendapatan. Skandal Wells Fargo dimana karyawan membuka rekening palsu
untuk memenuhi target penjualan adalah contoh klasik. Baker (2002)
membahas trade off antara insentif kuat dan risiko perilaku menyimpang dalam
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teori kontrak. Semakin kuat insentif diberikan pada KPI yang tidak sempurna
mengukur kinerja sebenarnya, semakin besar godaan untuk bermain dengan
sistem (Andayani et al., 2010). Solusi yang disarankan adalah menggunakan
multiple KPI dengan bobot yang tidak terlalu ekstrim pada satu indikator.
Banyak perusahaan menggunakan bonus yang didasarkan pada kombinasi KPI
kuantitatif dan penilaian kualitatif oleh atasan. Penilaian kualitatif
memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan bonus ketika KPI tidak
mencerminkan kontribusi sebenarnya. Namun penilaian kualitatif membuka
pintu bagi bias subjektivitas dan politik kantor. Pendekatan lain adalah
menggunakan bonus kelompok daripada bonus individu untuk mendorong
kerja sama daripada kompetisi internal. Bonus kelompok mengurangi insentif
untuk mengorbankan kinerja tim demi kinerja individu (Darmawan, 2008).
Namun bonus kelompok juga dapat menyebabkan free riding di mana anggota
tim tidak berkontribusi maksimal. Alternatif lain adalah menggunakan
pengakuan non finansial, seperti penghargaan publik, plakat, atau ucapan
terima kasih dari CEO. Pengakuan non finansial tidak memicu perilaku tidak
etis sebanyak insentif finansial besar. Untuk posisi yang sangat kritis, seperti
pilot atau ahli bedah, konsekuensi dari KPI sebaiknya non finansial karena
keselamatan lebih penting daripada bonus. Yang terpenting, sistem
konsekuensi harus dirasakan adil oleh semua karyawan, tidak hanya dihitung
secara matematis.

Perangkap umum dalam implementasi KPI termasuk suboptimization, gaming,
dan tunnel vision yang perlu diantisipasi sejak awal. Suboptimization terjadi
ketika suatu unit organisasi memaksimalkan KPI sendiri dengan
mengorbankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Contohnya, bagian
pembelian mencapai target penghematan biaya dengan membeli bahan baku
murah Dberkualitas rendah. Akibatnya, bagian produksi mengalami
peningkatan cacat produk dan bagian layanan pelanggan menerima lebih
banyak keluhan. Solusi untuk suboptimization adalah merancang KPI yang
mencerminkan kinerja proses end to end, bukan hanya kinerja departemen
terisolasi. Gaming adalah perilaku memanipulasi data atau tindakan untuk
membuat KPI terlihat baik tanpa perbaikan kinerja sebenarnya. Contoh gaming
adalah teknisi yang menunda menyelesaikan masalah kecil agar tidak merusak
rata rata waktu penyelesaian. Mereka lebih memilih mengerjakan masalah
mudah yang cepat selesai dan menunda masalah sulit yang memakan waktu
lama. Tunnel vision adalah fokus berlebihan pada KPI yang diukur sambil
mengabaikan aspek kinerja lain yang tidak diukur. Contoh tunnel vision adalah
pusat panggilan yang fokus pada durasi panggilan pendek sambil mengabaikan
kualitas pemecahan masalah. Kerr (1975) mendokumentasikan berbagai
contoh perilaku kontraproduktif yang diakibatkan oleh sistem pengukuran
yang buruk. Organisasi dapat mengurangi perangkap ini dengan menggunakan
multiple KPI yang saling melengkapi. Misalnya, pusat panggilan diukur tidak
hanya dengan durasi tetapi juga dengan resolusi panggilan pertama dan
kepuasan pelanggan. Organisasi juga perlu melakukan audit data KPI secara
acak untuk mendeteksi dan menghukum kecurangan. Namun sanksi untuk
kecurangan harus diimbangi dengan verifikasi bahwa target memang realistis.
Jika target tidak realistis, karyawan akan merasa dipaksa untuk curang

67



Didit Darmawan, Rahayu Mardikaningsih

sebagai satu satunya cara bertahan. Budaya organisasi yang terbuka di mana
karyawan dapat melaporkan target tidak realistis tanpa takut dihukum sangat
penting. Karyawan harus merasa bahwa tujuan sistem KPI adalah perbaikan
kinerja, bukan sekadar hukuman bagi yang gagal.

KPI untuk pekerjaan pengetahuan atau knowledge worker menghadapi
tantangan khusus karena hasil pekerjaan sulit dikuantifikasi. Seorang peneliti,
arsitek, atau konsultan strategi menghasilkan output yang kompleks dan tidak
berulang. Mengukur jumlah laporan yang dihasilkan atau jam yang ditagihkan
tidak mencerminkan kualitas pemikiran yang diperlukan. Drucker (2006)
mengamati bahwa produktivitas pekerja pengetahuan bahkan lebih sulit
diukur daripada produktivitas pekerja manual. Namun bukan berarti pekerja
pengetahuan tidak dapat dievaluasi sama sekali; pendekatannya harus
berbeda. Salah satu pendekatan adalah menggunakan peer review, yaitu
penilaian oleh kolega sejawat yang memahami substansi pekerjaan. Peer review
digunakan secara luas di dunia akademik untuk menilai kualitas penelitian
melalui proses blind review. Pendekatan lain adalah menggunakan outcome
berdasarkan proyek, di mana KPI ditetapkan untuk setiap proyek secara unik.
Tim proyek bertanggung jawab untuk mencapai tujuan proyek seperti waktu
penyelesaian, anggaran, dan spesifikasi teknis. Evaluasi individu didasarkan
pada kontribusi mereka terhadap hasil tim, dinilai oleh manajer proyek dan
anggota tim lain. Pendekatan ketiga adalah menggunakan competency based
assessment yang menilai perilaku dan keterampilan, bukan hasil kuantitatif.
Kompetensi seperti pemikiran analitis, kreativitas, dan komunikasi dinilai
melalui observasi dan contoh perilaku. Untuk pekerja pengetahuan yang sangat
inovatif, KPI jangka pendek bahkan dapat kontraproduktif karena inovasi
memerlukan waktu. Penelitian tentang metrik untuk R&D menunjukkan
bahwa menggunakan paten atau publikasi sebagai KPI mendorong kuantitas
daripada kualitas. Perusahaan seperti 3M dan Google menggunakan KPI yang
longgar dengan penekanan pada pembelajaran dari kegagalan. Mereka
mengukur output inovasi dalam rentang waktu multi tahun, bukan kuartalan.
Yang terpenting, manajer pekerja pengetahuan perlu memiliki pemahaman
teknis yang cukup untuk menilai kualitas pekerjaan secara substansif. Tidak
ada sistem KPI yang dapat menggantikan penilaian manajer yang kompeten
dalam konteks pekerjaan pengetahuan.

Integrasi KPI dengan teknologi informasi telah mengubah cara organisasi
mengelola kinerja secara fundamental. Dashboard digital yang menampilkan
KPI real time memungkinkan manajer memantau kinerja setiap saat dari mana
saja. Sistem enterprise resource planning mengintegrasikan data dari berbagai
fungsi sehingga KPI lintas fungsi dapat dihitung secara otomatis. Namun
teknologi bukanlah solusi ajaib; sistem yang buruk tetap buruk meskipun
menggunakan perangkat lunak canggih. Banyak perusahaan
menginvestasikan jutaan dolar untuk sistem business intelligence tetapi gagal
memperbaiki kinerja. Masalahnya bukan pada teknologinya, tetapi pada desain
KPI dan proses penggunaannya. Otomatisasi justru dapat mempercepat
penyebaran KPI yang salah ke seluruh organisasi. Jika KPI dirancang dengan
buruk, dashboard digital hanya akan menampilkan angka angka yang
menyesatkan lebih cepat. Sebaliknya, organisasi dengan desain KPI baik dapat
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menggunakan spreadsheet sederhana sekalipun secara efektif. Teknologi
sebaiknya diimplementasikan setelah desain KPI matang, bukan sebelumnya.
Proses implementasi teknologi juga memerlukan pelatihan yang memadai bagi
pengguna. Karyawan perlu memahami bagaimana data dikumpulkan,
bagaimana perhitungan dilakukan, dan apa arti angka tersebut. Tanpa
pemahaman ini, mereka akan memperlakukan dashboard sebagai kotak hitam
yang ajaib atau ancaman. Transparansi tentang formula perhitungan dan
sumber data sangat penting untuk membangun kepercayaan. Sistem teknologi
juga harus memungkinkan drill down dari agregat ke detail untuk investigasi
anomali. Manajer yang melihat KPI merah perlu dapat mengklik untuk melihat
data di baliknya, bukan hanya berhenti pada warna merah. Sistem yang baik
juga memungkinkan penambahan komentar kualitatif untuk menjelaskan
mengapa suatu KPI menyimpang dari target. Komentar dari pelaku lapangan
sering lebih berharga daripada angka itu sendiri untuk diagnosis masalah.

Keberlanjutan sistem KPI memerlukan mekanisme review dan penyempurnaan
berkala yang sering diabaikan organisasi. Banyak perusahaan meluncurkan
sistem KPI dengan meriah, tetapi setelah satu atau dua tahun sistem tersebut
ditinggalkan. Karyawan berhenti memasukkan data, manajer berhenti
menggunakan laporan, dan semua orang kembali ke cara lama. Penyebab
utama adalah tidak adanya proses review yang terstruktur untuk mengevaluasi
apakah KPI masih relevan. Lingkungan bisnis berubah, strategi berubah, dan
KPI yang relevan tahun lalu mungkin tidak relevan tahun ini. Neely, Gregory,
dan Platts (2005) mengembangkan framework untuk audit sistem pengukuran
kinerja secara berkala. Audit ini menanyakan pertanyaan seperti: apakah KPI
ini masih terkait dengan strategi saat ini, apakah data masih tersedia, apakah
target masih realistis. Proses audit sebaiknya melibatkan pemangku
kepentingan dari berbagai level organisasi, tidak hanya manajemen puncak.
Karyawan level bawah sering memiliki wawasan tentang mengapa suatu KPI
tidak berfungsi di lapangan. Mereka juga dapat memberikan saran tentang KPI
alternatif yang lebih mencerminkan realitas pekerjaan mereka. Hasil audit
sebaiknya ditindaklanjuti dengan tindakan nyata, seperti menghapus KPI yang
tidak berguna, menyesuaikan target, atau merancang KPI baru (Wahyudi et al.,
2006). Tanpa tindak lanjut, audit hanya menjadi latihan birokratis yang
membuang waktu. Frekuensi audit tergantung pada dinamika industri;
industri teknologi mungkin perlu review setiap kuartal, sementara industri
utilitas mungkin cukup tahunan. Selain review formal, sistem KPI juga perlu
mekanisme umpan balik berkelanjutan dari pengguna. Karyawan harus
memiliki saluran untuk melaporkan masalah dengan KPI, misalnya data tidak
tersedia atau target tidak realistis. Saluran ini harus anonim jika perlu untuk
melindungi pelapor dari pembalasan. Organisasi yang belajar adalah yang
menggunakan sistem KPI untuk perbaikan terus menerus, bukan untuk
hukuman. Pemimpin harus memberikan contoh dengan menggunakan data
KPI untuk mengidentifikasi masalah sistem, bukan mencari kambing hitam.
Budaya di mana KPI digunakan sebagai alat belajar akan mendorong
penggunaan yang jujur dan konstruktif.
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PENUTUP

Manajemen kinerja berbasis Key Performance Indicators menawarkan
pendekatan terukur untuk mengevaluasi kontribusi karyawan dan unit
organisasi. Efektivitas sistem KPI sangat bergantung pada kualitas desain,
proses penetapan target, frekuensi pengukuran, dan keterkaitan dengan
konsekuensi. KPI yang efektif harus memenuhi kriteria SMART serta terhubung
secara logis dengan strategi organisasi melalui kerangka seperti Balanced
Scorecard. Penetapan target yang menantang tetapi realistis, ditetapkan
melalui proses partisipatif, menghasilkan motivasi dan kinerja lebih baik.
Frekuensi pengukuran harus disesuaikan dengan siklus umpan balik alami
pekerjaan dan kebutuhan pengambilan keputusan. Keterkaitan KPI dengan
insentif finansial yang kuat berisiko memicu perilaku tidak etis seperti gaming
dan manipulasi data. Perangkap suboptimization, tunnel vision, dan gaming
dapat dikurangi dengan multiple KPI yang saling melengkapi dan audit berkala.
Pekerja pengetahuan memerlukan pendekatan evaluasi yang berbeda, seperti
peer review dan penilaian berbasis proyek. Teknologi informasi dapat
memperkuat sistem KPI tetapi bukan pengganti desain yang baik. Keberlanjutan
sistem memerlukan mekanisme review berkala untuk memastikan KPI tetap
relevan dengan perubahan strategi dan lingkungan bisnis.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan model
manajemen kinerja yang lebih kontekstual, mengakui bahwa tidak ada satu
sistem KPI yang optimal untuk semua organisasi. Faktor seperti industri, strategi,
budaya nasional, dan jenis pekerjaan harus mempengaruhi desain sistem KPI.
Para peneliti selanjutnya dapat menguji secara empiris interaksi antara
karakteristik organisasi dan efektivitas berbagai pendekatan KPI. Penelitian
longitudinal diperlukan untuk memahami bagaimana sistem KPI berevolusi
seiring waktu dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Bagi praktisi,
rekomendasi yang diberikan adalah memulai dengan strategy map untuk
mengidentifikasi KPI yang paling kritis, bukan langsung membuat daftar panjang.
Jumlah KPI per individu sebaiknya dibatasi antara 3 sampai 5 untuk menjaga
fokus. Target harus ditetapkan melalui proses negosiasi dengan karyawan, bukan
perintah sepihak, untuk meningkatkan komitmen. Konsekuensi dari pencapaian
KPI sebaiknya menggunakan kombinasi insentif finansial dan non finansial,
dengan bobot yang tidak terlalu ekstrim pada satu KPI. Audit sistem KPI secara
tahunan diperlukan untuk menghapus KPI yang sudah usang dan menyesuaikan
target yang tidak realistis. Organisasi harus berinvestasi dalam pelatihan manajer
tentang cara memberikan umpan balik yang konstruktif berdasarkan data KPI.
Yang terpenting, kepemimpinan harus menggunakan KPI sebagai alat untuk
belajar dan perbaikan, bukan sebagai senjata untuk menghukum.
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